
 

 

 

 

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT 
 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT  

 NOMOR   6   TAHUN  2007 

TENTANG 

INVESTASI DAERAH  
 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR PAPUA BARAT, 
 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian Daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi 
Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan 
upaya-upaya dan usaha untuk menambah, menggali dan 
meningkatkan sumber pendapatan Daerah; 

 

b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi maksud tersebut 
pada huruf a adalah melalui Investasi Daerah; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah Provinsi tentang Investasi Daerah. 

 

 

1 Mengingat  : 1. Udang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan 

 



Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 2907); 

 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3502 ) 

 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3587). 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 
3611); 
 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha dan Tidak Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3817) 

 
6. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, 
Daerah Kabupaten Paniai, Daerah Kabupaten Mimika, 
Daerah Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 
1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3894). 
 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001  tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 4151); 
 

8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286).  
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9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4355); 
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10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
11. Undang-undang Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan 

Daerah ( Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor  125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005  
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan  Daerah  menjadi Undang-undang           
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
108, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia               
Nomor 4548 ); 
 
 
 
 
 

12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah 
(Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   Nomor 
4438); 

 
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang 

Peraturan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 
1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4421) 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang 

Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4698); 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi 
Papua Barat (Lembaran Negara  Republik Indonesia  
Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 4718); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 28, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 

 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor  4741); 

 

20. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar 
Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal; 

 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
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Dengan Persetujuan Bersama  

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT 

 

dan  

 

GUBERNUR  PAPUA BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN DAERAH TENTANG INVESTASI DAERAH 
 

 

BAB  I 
 

KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan  : 

 

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Papua Barat.  

2. Gubernur adalah Gubernur Papua  Barat. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua  Barat, yaitu Gubernur 

beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

5. Ketua DPRD adalah Ketua  DPRD Provinsi Papua  Barat. 


